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Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagi
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dger:h bgr%n\aﬂr:‘stiJrug:p‘
;’s&gifégit:h?gh D;%roag\ " Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Re’publik
un omor ;
Indonesia Nomor 4737). or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
geraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat
aerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Ne ira Republik Indonesia Nomor 4741);
Perat.ur.an Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 ):
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penngelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105 ) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengeclolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah,;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor S tahun 2006, tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan
dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11
"ahun 2008);
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang
Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin
Pendirian Sekolah;
Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei
2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi
Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian,
Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Direktorat  Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :
C.256.HT.03.01-TH.2006, tanggal 05 Juli 2006, tentang Pendirian Yayasan
Pendidikan Marga Al-Baaliyah Bogor;

Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Marga Al-Baaliyah, Nomor, :
001/K/YPMA/Skep/V11/2013, tanggal 08 Juli 2013, tentang Pendirian, SMK
Sapta Marga; . i
Surat dari Yayasan Pendidikan Marga Al-Baaliyah, Nomor : 020/¢ K-
YPMA/K-15/XV/2014, tanggal 02 Mei 2014, perihal Permohonan Ijin
Pendirian SMK Sapta Marga;

Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor
. 563/8461-Penlatkertrans/2014, tanggal, 5 Desember 2014, perihal
Permohonan Rekomendasi;









